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Tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana serius yang penanganannya juga harus
dilakukan secara serius karena sangat mengganggu hak ekonomi-sosial masyarakat dan negara dalam skala
yang besar, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesiona dan
independen. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, jikakitakaji lagi lebih dalam, maka sasaran yang
sebenarnya ingin dicapai oleh legislator adalah bagaimana cara agar pekerjaan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat secara optimal mengembalikan kerugian
keuangan negara. Selamaini, penjatuhan hukuman yang diterapkan pada penanganan tindak pidana korups
tampaknya masih belum dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini,
fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memanglah untuk mengembalikan kerugian
keuangan negara. Namun perlu juga kita perhatikan berapa banyak uang negara yang dipaka untuk
memproses suatu kasus tindak pidana korupsi. Hal ini juga perlu diperhitungkan agar negara nantinya tidak
makin merugi, karena dengan pendekatan penjatuhan hukuman seperti yang dilakukan sekarang ini di dalam
penanganan tindak pidana korupsi, memakan biaya sosial yang besar sehingga membuat negara pada
akhirnya akan semakin merugi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan pengembalian biaya
yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidanakorupsi. Hal ini sekiranya
dapat dioptimalkan dengan memakai analisa ekonomi terhadap hukum (Analysis Economic of Law) dengan
cara mengoptimalkan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan berbasis konsep economic analysis of
law tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konsep dan perbandingan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan
studi dokumen. Optimalisasi pengembalian biaya yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam
penyelesaian tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan karena ada beberapa urgens diantaranya
korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, penggunaan pidana
denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang masih minim, serta pertimbangan cost-benefit
anaysis. Dalam hal ini Penulis memberikan usulan untuk menekan keuntungan dari pelaku dan membuat
negara menjadi lebih untung agar tercipta efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku dan kebermanfaatan
bagi negara yaitu dengan memasukkan rincian biaya yang dikeluarkan negara untuk penyelesaian tindak
pidanakorups ke dalam pidana denda, menerapkan pidana denda tanpa batas maksimum (unlimited fines)
dalam tindak pidana korupsi, kewajiban pelunasan pidana denda tanpa pidana pengganti dalam tindak
pidanakorupsi.

...... The criminal act of corruption is considered a serious crime which must aso be handled serioudly
because it greatly disrupts the economic-socia rights of the community and the state on alarge scale, where
proof requires serious, professional and independent steps. In Law Number 20 of 2001, if we examine it
more deeply, the real target that legislators want to achieve is how to ensure that the work carried out by law
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enforcement officialsin dealing with criminal acts of corruption can optimally return state financial |osses.
So far, the sentences applied to the handling of criminal acts of corruption have not been able to optimally
recover state financial losses. In this case, the main focusin solving corruption isindeed to restore state
financial losses, but we also need to pay attention to how much state money is used to process a corruption
case. This also needs to be taken into account so that the state does not suffer further losses in the future,
because with the sentencing approach asis currently being carried out in handling corruption, it takes large
socia costs so that in the end the state will lose even more. Therefore, it is very important to optimize the
recovery of costsincurred by the state with finesin the settlement of corruption. This can be optimized by
using economic analysis of law (Economic Analysis of Law) by optimizing fines by using calculations
based on the concept of economic analysis of law. The method used in this research isjuridical-normative
with statutory, concept and comparison approaches and collected by library research and document study
methods. Optimizing the return of costs incurred by the state with criminal fines in the settlement of
corruption crimes is important to do because there are several urgencies including corruption is a criminal
act that harms the state's finances and economy, the use of criminal fines in the practice of corruption crimes
isstill minimal, as well as consideration of cost-benefit analysis. In this case, the author proposes to
suppress the benefits of the perpetrators and on the contrary make the state more profitable in order to create
a preventive and deterrent effect for the perpetrators and benefits for the state, namely including details of
the costs incurred by the state for the settlement of corruption crimes into the fines, applying unlimited fines
in corruption crimes, the obligation to pay fines without substitute punishment in corruption crimes.



